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PERATURAN GUBERNUR GORONTAI.O

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEI/\KSANA:IIDKNIS DINASBAI.AI BENIH IKAN PANTAI PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan pasar 17 peraturan Daerah Nornor 12 Tahun
2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas D,a,erah provinsi

Gorontalo, dipandang perlu membentuk organisasi dan Tata
Ke{a unit Petaksana Teknis Daerah Bralai Benih. Ikan pantai

Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan perafirran Gub€:rnur tentang
Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis
Daerah Balai Benih Ikan pantai provinsi (iorontalo;

undang-undang Nomor g rahun rgr4 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lgr4
Nomor 55, Tambahan kmbaran Negar:a Repubtik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan u.<iang-undang
Nomor 43 Tahun rggg (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia
Tahun L999 Nomor 169, Tambahan Lemlbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 3g rahun 20oo tentang Fembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republil< lnd.onesia
Tahun 2ooo Nomor 258, Tambahan lembaran Negrra Republik
Indonesia Nomor a060);

undang-undang Nomor rr rahun 20113 tentang Keuangan
Negara (t embaran Negara Republik Ind.onesia llahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
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4 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubiik lrLdonesia llahun 2OO4

Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371 sebagaimana telah diubrah teraklLir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentanig; Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub,lj.k Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nelgirra Republik

Indonesia Nomor aSag;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tr:ntang Perr.rbahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OCr4 tentang Perikanan

{Lembaran Negara Republik Indonesia N'omor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Norrror 5073);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang P'embentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lemb,aran Negara

Republik Indonesia Nomor 523alr;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,emba:ran Negrr:ra Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamberhan LemLraran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2(lo7 tenta:ng pembagian

urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kokr (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT3T);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2(:,or tenta.ng organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republiih lndonesia

Tahun 2oo7 Nomor 85, Tambahan l.embaran Negletra Republik
Indonesia Nomor aTaO\

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 llahun 2o1s
tentang organisasi dan Tata Ke{'a Dinas Daer.ah provinsi

Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo llahun 2or3
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daera.h provirrsii Gorontalo
Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
KERJA UNIT PELAKSANA TETiNIS DA]ERAH BALAI
PANTAI (BBIP) PROVINSI GoRoNTALo 
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraa.n urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD :nenurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam tlndang- u:ndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau s/alikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi (iorontalo.

6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provins:i Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas per:ikanan clern Kelautan

Provinsi Gorontalo

8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelakszura Teknis Balai Benih
Ikan Pantai

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya rlisingkat IIPTD adalah
unit Pelaksana Teknis Daerah Batai Benih lkan .pantai pada
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Balai Benih Ikan Pantai provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala I,ang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas untuk memproduksi benih, incluk dan calon
induk unggul, melakukan monitoring dan eval'uasi kegiia'tan produksi
yang dilaksanakan pada balai benih ikan pantal.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugasnya, uprD menlpunyai fungsi :
a. men]rusun program kerja dibidang pengembangan perbenihan

ikan laut dan payau;

b. menyelenggarakan sistem dan tata laksaner produksi benih yang
bermutu;

c' memberikan pelayanan teknis dibidang perbenihan i.l+an laut dan
payau;

d. menyelenggarakan penerapan teknologi dibidang perbenihan ikan
laut dan payau;

e. Melakukan kerjasama dengan upr pusat, daerah, perguruan

Tinggi, dan perbenihan skala rumah tangga (HSRT);
f. melaksanakan bimbingan teknis ke perbenihan slcala rumah

tangga dan pembudidaya;

g. menyelenggarakan penerapan sistem m.utu dan sertifikasi
perbenihan ikan laut dan payau;

h. menyelengarakan tugas rain sesuai tugas pokok dan ltrngsinya;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terrliri atas;

a. Kepala UPID;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Produksi

d. Seksi Pelayanan Teknis.
(2) struktur organisasi unit pelaksana Te:knis Daerah Balai

sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupiil<an bagian
tak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
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BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UI'TD berftu:ggungjawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD mempunyai tugas memenuhi target Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan mengisi kekosonllan benrih ditingkat

pembudidaya.

(3) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan UI,TD maupun dengan

instansi teknis terkait iainnva.

Pu".f A

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dlimaksud <ialam

Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. men]rusun program kerja dan rencani:L teknis operasional

dibidang perbenihan ikan laut dan payau;

b. melaksanakan kebijakan teknis operasionaLl dibidan.g perbenihan

ikan laut dan payau;

c. menyelenggarakan sistem tata laksana produksi benih untuk
memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (pAD) <lan mengisi
kekosongan benih ditingkat pembudidaya;

d. menyelenggarakan penerapan teknologi pengembang;an dibidang
perbenihan ikan laut dan payau;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serfa pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasai 9

sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas nremberilcur pelayanan
teknis administrasi di lingkungan UpTD.

Pasal 10
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian 'llata usaha
mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana program dan kegiatan UpTD;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rurnah tangga uprD;
d. Menyusun laporan secara berkala.
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Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal i 1

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tr.rgas ffl€r€ocanakan,
meiaksanakan monitoring dan mengevaluasi di bidang perbenihan

ikan laut dan payau.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimerlcsud dalam
Pasal 11 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai furngsi :

a. menghimpun, menganalisis dan menyaj:ikan tekn.ik dibidang
perbenihan ikan laut dan payau;

b. melakukan inventarisasi dan identifikasi serta menyrsun rencana
kebutuhan serta penggunaan sarana dan prasariana dibidang
perbenihan ikan laut dan payau;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;

d. men)rusun laporan dan dokumentasi kegiatan perbelihan secara
berkala.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 13

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan produksi benih, induk
dan calon induk unggul ikan laut dan paya:u serta lcultur pakan
alami.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimarra dimak.sud dalam
Pasal 13 Seksi Produksi mempunyai fungsi :
a. melakukan proses produksi benih ikan laut dan l?ayau yang

unggul;

b. melaksanakan proses produksi induk dan calon induk unggul;
c. melaksanakan proses kultur pakan alami;
d. melaksanakan sistem penerapan standar proseduloperasional

(SPO) perbenihan;

e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatarr dibidanlg perbenihan
ikan laut dan payau;

f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada trrcmb'didaya
dibidang produksi benih ikan laut dan payeLu serta ln-rltur pakal
alami;

g. menjrusun laporan kegiatan produksi benih dan kurltur
alami secara berkala.

pakan
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BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15
(1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekre:taris Daerah
Provinsi sesuai peraturan perundang_undangan.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan lJprD diangkat dan
diberhentikan sesuai peraturan perundang-undanga'.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pe,raturan (iubernur ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daer.ah provinsi

Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peratural
perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggat diteteLpkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pe:ngunclangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam B,erita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2OI3 NOMOIR ;  ?
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
N O M O R  : : j  T A H U N

TANGGAL : j, l-, iecc:-.Lcr. 2013

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTAN(i PEI\dBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSI,I{A TEKNIS
DAERAH BALAI BENIH IKAN PANTA.I (BBIPI PROVINSI
GORONTALO
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